
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK fNDONESIA 
NOMOR 11 TAHUN 2024 

TENTANG 
TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI TERHADAP DAERAH 

PROVJNSI HASIL PEMEKARAN, DAERAH PROVINSI INDUK, DAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA DALAM CAKUPAN WILAYAH PROVINS! PAPUA SELATAN, 
PROVlNSr PAPUA TENGAH, PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN, DAN PROVINS! 

Menimbang 

PAPUA BARAT DAYA 

DENGAN RAHMAT TUI-IAN YANG MAHA ESA 

MENTER! DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatru1, 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 Lenlang 
Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2022 ten.tang Pembentukan Provinsi 
Papua Pegunungan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 
2022 tenlang Pembcntukan Provinsi Papua Barat Daya, 
Menteri Dalarn Negeri melakukan pembinaan dan 
fasilitasi, scrla pengawasan dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan kewajiban pemerintab Daerah Provinsi 
Hasil Pemekaran, Daerah Provinsi lnduk, dan Daerah 
Kabupalen/Kota dalarn Cakupan Wilayah Provinsi Papua 
Selatan, Provinsi Papua Tcngah, Provinsi Papua 
Pcgunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya; 

b. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah 
provinsi hasil pcmekaran diperlukan pedoman 
pcnyusunan dokumen perencanaan pembangunan 
daerah dan pedoman pengelolaan keuangan daerah bagi 
Provinsi Papua Selalan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi 
Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Ba.rat Daya; 

c. bah.wa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayal (4) 
Peraturan Pemerinlah Nomor 106 Tahun 2021 tentang 
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan 
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Otonomi Khusus Provinsi Papua, perlu mengatm· 
mengenai tata cara pem binaan, pengawasan, dan 
evaluasi; 

d. bahwa berdasarkan perti.mbangan sebagaimaua 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c-. perlu 
menetapkan P_eraturan Menteri Dalam Negeti tentang 
Tata Cara Pembinaai1, Pengawasa,n, dan Evaluasi 
terhad"ap Daerah Provinsi Hasil Pemekaran, Daerah 
Prmrinsi Induk, dan Daerah Kabupaten/Kota da1am 
Cakupan Wilayah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua 
Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Pap"Uil 
Barat Daya; 

1. Pasa117 ayat (3) Undang:-U.t'i.clang Dasar Negara Republik 
1Dd6nesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ten.tang Otonomi 
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahai.1 Lembaran 
Negara Republik Indonesi� Nomor 4151) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terak.hir dengan Vndang­
Undang No1nor 2 Tahun 2021 tehtatig Perubaban Kedua 
atas l.Jndapg-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Oton.omi Khusus bagi Provinsi Papua (L,embaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 

3. Undang-Undang Nomor 2!;i Tahm1 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republil< lndon·esia Tahun 2004 Nomor 104 1 Tambahan 
Leni.baran Negara Republik. Indonesia Nomor 4421); 

4.  Und:;u1.g-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republ.ik 
h1donesia Tabun. 2008 No.mar 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintaban Daerah (Lctnbaran Negasa Republik 
IndonesiaTahun 2014 Nomo·r 244, Ta.mbahan Cemba..r� 
Negru·a Republik Indonesia Nomor 5587) sebagahnana 
tela11 beberapa kali diubah tera.khir dengru1. Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang P�etapan 
Pe.raturan Pemerintab Pengganti Und.ang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke1ja Menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Norn.or 41, Tambal1an Len1bara11 Negara Rep1,.1olik 
lndonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahu.n 2022 tentang 
Pembentukan Ptovinsi Papua Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indone$.ip. Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 6803); 



Menetapkan 

- 3 -

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang 
Pembentukan Provinsi Papua Tengah '(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tah.un 2022 Nam.or 158, Tamb:ahan 
Lembaran Neg�� Republik [ndonesia Npmor 6804); 

8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang 
Pembentu.k:an Prov:insl Papua Pegunungan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Ta.bun 2022 Nomor 159, 
Tarnbcµic:µ1 Lembara�1- Negara Republik Indonesia Nomor 
6805); 

9. Undang-Undang N0mor 29 Tahuri 2022 tentang 
Pembentuk_an Provinsi Papua Ba.rat Daya (Lem baran 
Negara RepubJik Indonesia Tahun 2022 N'omor 223 1 

Tambahan Lembara:n Negara Republik Indonesia Norn.or 
6831); 

10. Per�turan Pemeiintah Nom01:· 106 Tahun 2021 tentang 
Kewenangan dan Kelembag;aan Pelaksanaan Kebijakan 
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahu.n 2021 Nomor 238, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang 
Penerirnaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Renqana 
Induk Percep;3.tcl.I1 Pe:mbangunan D�Lam Rangka 
Pelaksanaan Oton0mi Khusus Provinsi Papua (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi� Nomor 
6731); 

12. Peraturan Pemerintah Nornor 1 2  Tahun 2019 tentang 
Pengelolaa.n Keuangan Daerah (Lembaran Ne"gara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nonwr -42, Tambah�n 
Le1nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 632'2); 

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024 (Lembar� Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 10); 

14. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang 
Kementerian Dalam Negeri .(Lembarru.1 Negi;!Ig. Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 286); 

15. Pe1·aturan Menteri Dalam Negeri Norn.or 137 Tahun 2022 
teri.tang Organ.isasi clan Tata Kerja Kementerian Dala:m 
Neger.i (Be1ita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nornor 1433); 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN MENTER! DALAM NEGE.Rf TENTANG TATA 
CARA PEMBfN

A

AN > PENGAWASAN, DAN EVALUASI 
TERHADAP DAERAH PROVINSI HASIL PEMEKARAN, 
DAERAH PROV1N$l lNDUK, DAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA DALAM CAKUPAN WILAYAH PROVINSI 
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PAPUA SELATAN, PROVTN$1 PAPUA TENGAH, PROVlNSI 
PAPUA PEGUNUNGAN, DAN PROVINS! PAPUA BARAT DAYA. 

BAB I 
KET;ENTDAN UMUM 

Pa.Sal 1 
Dal.am Peraturan M�nteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Provinsi Hasil Pemekaran adalab Provinsi Papua 

Selatan, Pi-ov:insi Papua Tengah, Provinsi Papua 
Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. 

2. Daerah Provinsi Tnduk ada1ah Provinsi Papua dan 
Provins� Papua Baral. 

3. Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan Wilayah 
Daerah Provinsi Hasil Pemekaran adalah 
Kabupaten/Kota dalam cakupan wilayah Provinsi Papua 
Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua 
Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. 

4. Pembinaan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran dan Daerah 
Provin1:.i Induk adalah usaha, tindakan, dan kegiatan 
yang ditujukan untuk mewujudkan terlaksariariya 
kewaj iban peny_elengg_araan pemerintahan daerah sesuai 
dengan undang-unda.1-ig pembentukan Daerah Provinsi 
HasiJ Pemekaran. 

5. Pengawasan Daerah Provinsi Basil Pemekaran dan 
Daerah Provinsi lnduk ?tc;lalah usaha, tinda� dan 
kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pelaksanaan 
kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai 
dengan undang-undang pembentukan Daerl:3.b Provinsi 
Hc_tsil Pe!mek�an be1jalan secara efisien dan efektif. 

6. Evaluasi Dacrab Provinsi Hasil Pemekaran, Daerah 
Provinsi Tnduk, dan Daerah Kabupa.ten/Kota Dalam 
Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hc:l.sil Pemekaran 
adalah penilaian atas data dan informasi basil monitoring 
yang dilakukan melalui pelaksanaatl. pengam.atan dan 
pengumpulan data terhadap kewajiban penyelenggaraan 
peme1intahan daer;:th sesuai denga11 undang-undang 
pembentukan Daerah Provinsi Basil Pem.ekaran. 

7. Menteri adalah rhen.teri yang rii.enyelenggarakan urus.a)1. 
pemerintahan dalam negeri. 

-S. Dewan Perwaki.lan Rakyat Papua yang selanjutnya 
disingkat DPRP adalah lembaga perwak:ila.i1 daerah 
provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu 1.msur 
penyel�nggara pem�rint?han Daerah Provinsi Basil 
Pemekaran. 

9. Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP 
adalah representa,si kullural orang asli Papua, yang 
memilik:i wewenang tertentu dalam ra11gka perlindungan 
hak-hak orang asli, Papua dengaii berlandaskan pada 
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pen.ghonnatan terhadc1p adat dan budaya, pemberdayaan 
perempuan, dan pe1nantapan keruk-u.n.an hidup 
beragama. 

10 .  Peraturan Daerah Provinsj y�ng selanjutnya disebut 
Perdasi adalah Peraturan Daerah Provinsi Papu.::i dalam 
rangka pelaksanaan kewenanga:n sebagaimana diatur 
dalam peraturan perundang-undangan 

1 1 . Rencana Pembangun,:µi Jangka P�:mjg..ng Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 
perencanaan daerah urttuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

12. Rencana Pemb�gunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya dis:ingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun 
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya 
masa jabatan kepala daerah. 

13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang 
selanjutnya disebut Rencruia Kerja Pemerintah Daerah 
ya..qg selanjutnya disingkat RKPQ adalah dokumen 
perencanaan daer?--h un.tuk periode 1 (satu) tahun. 

14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKUD adalah reken i_ng ternpat penyimpanan uang 
daerah yang ditentukan oleh Bupati/Wal:i Kota untuk 
.rnenampung seluruh penerimaan daerah dan membayar 
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang di1etapkan. 

15 .  Anggaran Pe-ndapatan dan Belanja Daerah yang. 
sel�jutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan daerah. 

16 .  Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 
adalah doku.rn,en yang memuat kebijakan bidang 
pendapatc:i.1.1_, belanja, dan pembjayaan serta asumsi yang 
mendasari untuk periode 1 (satu) tahun. 

1 7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 
se!_anjutnya clisingkat PPAS adcJ.lah program prioritas dan 
batas mal<simal anggaran yang diberikan kepada 
perangkat daerah untuk setia_p program dan kegiatan 
sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan 
anggaran satuan kerja perangkat daerah. 

18 .  Pejabat Pengelola Keuangan Dae.rah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah kepala satuap. ke1ja pengelola 
keuangan claerab yang 1nempw::i:yai tugas meJaksanal{an 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendal1ara 
umum daerah. 

19 .  Bendahara Utntim Daerah yang selanjutnya disingkat 
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas 
sebagai BUD. 

20. Harang Milik Daerah adalah semua ha.rang yang dibeli 
atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan 
belanja daeral1 atau berasa1 dari perolehan lainnya yang 
sah. 
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Pas,al 2 
Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman u11tuk: 
a. pembinaan, pengawasaii, clan evaluasi Daerai-1 Pr0vinsi 

Hasil Pemekaran, Daerah Provinsi Induk, clan �)aerah 
Kabupaten/ Kotq_ Dalam Cal{upan Wilayah Daerah 
Provinsi Basil Pemekaran; 

b. pe·nyusunan dokumen perencanaan Daerah Pro:vinsi 
Hasil Pemekaran; dan 

c. pengelolaan keuangan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran. 

BAB II 
PEMBfNAAN DAN PENGAWASAN 

Bagiart Kesatu 
Pembinaan dan Pengawasan Daerah Provinsi HasiJ Pemekaran 

Pasal 3 
(1 )  Pembina.an dan pengawasan terhadap Daerah Provinsi 

Basil Pemekaran dilakukan terhadap kewajiban 
penyelenggaraan pemerintaban daerah sesuai dengan 
undang-undang pembentukan Daerah Provinsi Basil 
Pemekaran yaitu: 

a. pelaksanaan penegasan batas daerah; 
b. penyusunan. renca.na tata ruang wilayah; 
c. penyusuhan APBD; 
d. pembentukan perangkat daerah; 
e. p.elaksanaan manajemen aparatur sipil negara; 
r. pembentukan dart pengisian keanggotaan MRP; 
g. pelaksanaan pemberian d�a hibah; 
h. pelaksanaan penyerahan aset dan dokumen; 
i. penyiapan sarana dan prasarana pemerintal1an; dan 
j. kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perg.turan 

perundang-undangan. 
(.2) Daerah Provinsi Hasil Pe-mekaran wajib menyelesaikan 

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daJam 
jangk.a wak_t!--1 3 (tiga) tahun sejak diresmik�n. 

Pasal 4 
(1) Pelaksanaan pembinaan dan pcngawasan terha.dap 

Dacrah Provinsi H�sil Pemeka.r�m cWaksanakan oleb 1.:mit 
keJja terkait sesuai denga.i1 ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pelaksanaan p_embinaan dan pengawasan yang 
dilaksanakan oleh unit kerja sebaga:imana dimaksud 
pada ayat (1) dikoordinasikan dengan kementeria11 teknis 
te.rkait. 

(3) Dalam ha} dip�rlukan pelaksan.aan pembina.an clan 
pengawasan sebagaimana climaksud pada ayat (1 ) dapat 



- 7 -

cliko0rdinas1kan dengan len,baga 
nonkemcnterian teknis terkait. 

Bagian Kedua 

pemerintah 

Pernbinaan dan Pengawasan Daerah Provinsi lnduk 

Pasal 5 
Pembinaan dan pengawasan Daerah Provinsi Induk 
dJlakukan terhadap kewajiban penyelenggaraan 
peme1intahan daerah sesuai dengan undang-undang 
pembentukan .Daerah Provinsi Hasil Pemekaran yaitu: 
a. penyerahan. aset dan dokumen; 
b. pcmberian dana hibah; da□ 
c. kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.. 

PasaJ 6 
( 1 )  Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lerhadap 

Daerah Provinsi Induk dilaksanakan oleh unit ketja 
terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(2) Pelaksanaan pem binaan dan pengawasan yang 
dilaksanakan oleh unit kerja sebagaimana dimaJcsud 
pada ayat (1) dikoordinasikan dengan kernenterian teknis 
terkail. 

(3) Dalam hal diperlukan pelaksanaan pembinaan· dan 
pcngawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dikoordinasikan dengan lembaga pemedntah 
nonkernenterian tekn-is terkait. 

Bagian KeLiga 
Pcmbinaan dan Pengawasan Daerah Kabupaten/Kota Dalam 

Cakupan Wilayah Daerah Provinsj Hasi1 Pemekaran 

Pasal 7 
Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan Daerah 
Provinsi Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 
Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis lerhadap 
pembinaan dan pengawasan Daerah Kabupaten/Kota Dalam 
Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran. 

BAB Ill 
EVALUASI 

Bagi an Kesa tu 
Eva luasi Daerah Provi.nsi Hasll Pemekara.11 
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Pasal 8 

( 1) Evaluasi Dae rah Provinsi HasiJ Pemekaran dilakukan 
terhadap kewajiban penyeleng_garaan pemerintahan 
daerah sesuai dengan undang-undang pemben tukan 
Daeral, Provinsi Hasil Pemekaran yaitu: 
a. pe1aksanaan penegasan batas daerah; 
b. penyusunan rencana tata ruang wilayah darat dan 

Jaut; 
c. penyusunan APBD; 
d. pembentukan perangkal daerah; 
e. pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara; 
f. pembentukan dan pengisian keanggotaan MRP; 
g. pelaksanaan pemberian dana hibah; 
h. pelaksanaan penyerahan asel dan dokun:icn; 

1. penyiapan sarana dan prasarana pemcrin tahan; dan 

J . kewajiban lain sesuai dengan ketentua:n peratura.n 
perundang-undangan. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan tahapan pcrkembangan Daerah. Provinsi Hasil 
Pemekaran: 
a. usia 1 (satu) ta.hun; 
b. usia 2 (dua) Lahun; dan 
c. usia 3 (tiga) tahun. 

(3) SeteJah evaJuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
se1esai, dilakukan evaluasi sesuai dengan ketcntuan 
peraturan pemerintah yang mengatur mengenai laporan 
penyelcnggaraan pemerintahan daerah. 

Pasal 9 
( 1 )  Pelaksanaan evaluasi terhadap Daerah Provinsi Hasil 

Pemekaran dilaksanakan oleh unit ke1ja terkait sesuai 
dengan ketentuan peraturan perw1dang-undangan. 

(2) Pelaksanaan evaJuasi yang dilaksanakan oleh unit kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dikoordinasikan 
dengan kementerian teknis terkait. 

(3) Dalam hal diperlukan, evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayal ( 1) dapat dikoordinasikan dengan lembaga 
pemerintah nonkementerian teknis terkait. 

Pasal 1 0  
Evaluasi terhadap pelaksanaan penegasan batas daerah 
sebagaimana dimaksud dalarn PasaJ 8 ayat ( 1) huruf a 
dilakukan dengan tahapan meliputi: 
a. penyiapan dokumen penegasan batas daerah sesuai 

dengan ket�ntuan peraturan perundang-undangan; 
b. pelacakan batas daerah untuk batas darat dan/ atau 

pengecekan garis pantai yang ditetapkan oleh lembaga 
yang berwenang un tuk penentuan batas kewenangan 
pengelolaan surnber daya a.lam di laut provinsi; 
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c. pengukuran dan penenluan posisi batas; clan 
d. pembualan peta batas. 

Pasal 11 
Evaluasi terhadap penyusunan rencana tata ruang wilayah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b 
dilakukan terhadap proses penyusunan rencana tata ruang 
wilayah.  

Pasal 12 
Evaluasi lerhadap penyusunan APBD sebagaimana 
dimaksud daJam Pasal 8 ayat ( 1) huruf c clilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 13 
( 1 )  Evaluasi terhadap pembentukan perangkat daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1) huruf d, 
dilakukan terhadap produk hukum mengenai 
pembentukan perangkat daerah dan pembentukan 
perangkat daerah baru sesuai kebutuhan. 

(2) Produk hukum mengenai pembentukan perangkat 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: 
a. Perdasi; dan 
b. Peraturan gu bern ur. 

(3) Perdasi clan Peratu.ran gubernur sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditandatangani oleb gubernur atau penjabat 
gubemur. 

Pasal 14 
( 1) Evaluasi terhadap pelaksanaan rnanajemen aparatur 

sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
( l )  buruf e, melipuli: 
a .  mutasi aparatur sipil negara di daerah provinsi hasil 

pemekaran; 
b. pengisian aparatur sipil negara pada peran_gkat 

daerah; dan 
c. pemenuban persentase orang asli Papua pada 

perangkat daerah. 
(2} Evaluasi aspek pelaksanaan manajemen aparatur sipil 

negara sebagaimana dirnaksud pada ayal (1) c:Lilakukan 
sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang­
undangan dibidang kepegawaian dan otono.m.i khusus. 

Pasa1 15 
Evaluasi terhadap pembentukan clan pengi.sian keanggotaan 
MRP sebagaimana dimaksud clalam. Pasal 8 ayat (1) huruf f, 
dilakukan terhadap: 
a. pembentukan peraturan gubemur 

pembentukan MRP untuk pertama kali; 
mengenai 
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b. pengisian keru,ggotaan MRP; 
c. pemilihan pimpinan dan pembentukan alal kelengkapan 

MRP; dan 
d. penyusunan peraturan MRP 

Pasal 16 
(I) Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian dana h.ibah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1 )  huruf g, 
clil.akukan terhadap pemberian dana hibah yang 
mcnunjang kegiatan pcnyeknggaraan pemerin tahan 
Daerah Provinsi Basil Pemekaran. 

(2) Pemberian dana hibah sebagaimana d i.maksud pada ayat 
( 1 )  didasarkan pada kesanggupan Daerah Provinsi lnduk 
dan Daerah Kabupaten/Kola Dalam Cakupan Wilayah 
Daerah Provinsi Hasil Pemekaran. 

PasaJ 17  
Evaluasi Lerhadap pelaksanaan penyeral1an aset dan 
dokurnen sebagairnana dimaksud dalam. Pasal 8 ayat ( 1 )  
huruf h ,  meliputi: 
a. penerimaan barang bergerak dan tidak bcrgerak milik 

Daerah Provinsi Induk ya11g clikuasai Daerah Provinsi 
Hasil Pemekaran; 

b.  penerimaan barang bergerak dan tidak bergerak milik 
Daer-ah Kabupaten/ Kota Dalam Cakupan Wtlayah 
Daerah Provinsi Hasil Pemekaran yang diserahkan dan 
dimanfaalkan Daerah Provinsi Hasil Pernekaran; 

c. penerimaan badan usaha milik Daerah Provinsi lnduk 
yang kedudukan, kegiatannya dan 1okasinya berada di 
wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran; dan 

d. penerimaan utang piutang Daerah Provinsi lnduk yang 

kegunaannya untuk Daerah Provinsi Hasil Pernekaran 
sesuai ketenluan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 1 8  
Evaluasi terhadap penyiapan sarana dan prasarana 
pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1 )  
huruf i meliputi: 
a. penyediaan saran.a kanlor pemerintahan; 

b. penyediaan prasarana kantor pemerintahan; dan 
c. penyediaan rumah jabatan Gubernur, wakil Gubern.ur, 

dan sekretaris daeral'l. 

Bagian Kedua 
Evaluasi Daerah Provinsi lnduk 

Pasal 1 9  
( I )  Evaluasi Daerah Provinsi lm:luk dilakukan terhadap 

kewajiban pen.yelenggaraan pemerintahan daerah sesuai 
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dengan undang-undang pembentukan Oaerah Provinsi 
H asil Pemekaran yai tu: 
a. penyerahan aset dan dokumen; 
b. pemberian dana hibah; dan 
c. kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(2) EvaJuasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dcngan tahapan perkembangan daerah provinsi hasil 
pemekaran: 
a. usia 1 (satu) tahun; 
b. usia 2 (dua) tahun; dan 
c. usia 3 (tiga) tahun. 

Pasal 20 
( l} Pelaksanaan evaluasi terhadap Daerah Provi.nsi lnduk 

dilaksanakan oleh unit ke1ja terkait sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pelaksanaan evaluasi yang dilaksanakan oleh unit kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l)  dikoordinasikan 
dengan kemcnterian teknis terkail. 

(3) Dalam hal diperlukan, evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dapat dikoordinasikan dengan lem baga 
pemerinlah nonkementerian teknis terkait. 

Pasal 2 1  

Evaluasi terhadap penyerahan asel dan dokumen 
sebagairnana climaksud dalam Pasal 19 ayat ( 1) buruf a, 
meLiputi: 
a. penyerahan barang bergerak dan tidak bergerak milik 

Daerah Provinsi Induk yang dih.-uasai Daerah Provinsi 
Hasil Pemekaran; 

b. penyerahan barang bergerak dan tidak bergerak milik 
Daerah Kabupalen/Kota Dalam Cakupan Wilayah 
Daetah Provinsi Hasil Pemekaran yang diserahkan dan 
d-imanfaatkan Daeral1. Provinsi Hasil Pemekaran; 

c. penyerahan badan usaha milik: Daerah Provi.nsi lnduk 
yang kedudukan, kegiatannya dan lokasinya berada di 
wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran; clan 

d. pcnyerahan utang piutang Daerah Provinsi Induk yang 
kegunaannya untuk Dacrah Provinsi Hasil Pemekaran. 

Pasal 22 

( 1 )  Evaluasi terhadap pe1nberian dana hibah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat ( 1) huruf b, dilakukan 
terl1adap pemberi.an dana hibah untuk kegiatan. yang 
menunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah 
Provinsi Hasil Pemekaran . 
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(2) Pemberian dana hibah sebagaimana dimaksud pada 
ayal ( 1 )  clidasarkan pada kesa:nggupan Daerah Provinsi 
lnduk. 

Bagian Ketiga 
Evaluasi Daerah Kabupaten/ Kota daJam Cakupan Wilayah 

Daerab Provinsi Hasil Pemekaran 

Pasal 23 
Ketentuan mengenai evaluasi Daerah Provinsi lnduk 
scbagaimana dimaksud <la.lam Pasal 19 sampai dengan Pasal 
22 berlaku secara mutatis mulandis terhadap evaluasi 
Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan Wilayal1. Daerah 
Provinsi Hasil Pemekaran. 

Bagian Keem pat 
Tata Cara Penilaian 

Pasal 24 
( 1) Evaluasi Dacrah Provinsi Hasil Pemekaran, Daerah 

Provinsi Induk, dan Daerah Kabupaten/Kota Cakupan 
Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pcmekaran dilakukan 
terhadap kewajibao penyclenggaraan pcmerintahan 
daerah sesuai dengan undang-undang pembentukan 
Daernh Provinsi Hasil Pemekaran melalui penilaian atas 
data dan inforrnasi hasil monitoring. 

(2) Penilaian alas data dan informasi hasil monitoring 
scbagaimana dimaksud pada ayal ( 1) rnelalui: 
a. pengama lan; dan 
b. pengumpulan data secara reguler. 

Pasal 25 
(1)  Pengarnatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 

ayat (2) huruf a rnelalui: 
a. kunjungan lapangan; 
b. laporan/ pengaduan; dan 
c. klaiifikasi atas berita di media cetak dan/alau 

eleklronik. 
(2) Pengamatan sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) 

dilakukan untuk: memantau setiap perubahan aktual 
perkembangan pelaksanaan kewajiban 
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan 
unc:lang-undang pembenlukan Daerah Provinsi Hasil 
Pemekaran. 

(3} Perubahan aktuaJ perkembangan pelaksanaan 
kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah 
sebagaimana d.irnaJrnud pada ayat (2) disusun dalam 
bentuk laporan hasil pengamatan pada min&,,o-u keempal 
setiap bulan. 
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Pasal 26 
( 1 )  Pengumpulan data secara reguler sebagaimana 

dimaksud dalam PasaJ 24 ayat (2) huntf b dilakukan 
melaJui kegiatan: 
a. kunjungan lapangan; 
b. pengisian kuesioner; 
c. pengolahan data; 
d. penilaian data; 
e. pembangunan data dasar; dan 
f. penyusunan laporan. 

(2) Pengumpulan data secara reguler sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan secara berkala setiap· 
6 (enam) bulan sekali. 

Pasal 27 
Pengisian kuesioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
ayat ( 1 )  huruf b tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian 
yang tidaJc terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 28 
(1 )  Pengolahan data sebagaimana din1aksucl dalam Pasal 

26 ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan verifikasi 
dan validasi serta anaHsis ierhadap kuesioner dengan 
sistem pembobotan. 

(2) Ketentuan mengenai sistem pembobotan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  tercantum dalam Lampiran LI 
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan 
Menteri ini. 

Pasal 29 
( l }  Penilaian data sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 26 

ayat ( 1 )  huruf d dilakukan melalui klasifikasi nilai 
sebagai berikut: 
a. Dacrah Provinsi Hasil Pemekaran usia 1 (satu) 

tahun: 
1. nilai diatas 60 (enam puluh) dikategorikan baik; 
2. nilai diatas 50 (lima puluh) sainpai dengan nilai 

60 (enam puluh) dikatcgorikan sedang; 
3. nilai 30 (tiga puluh) sampai dengan nilai 50 (lima 

puluh) dikategorikan kurang baik; clan 
4. nilai ctibawah 30 (Liga puluh) dikategorikan tidak 

baik; 
b. Daetah Provinsi Hasil Pemekaran usia 2 (dua) 

tahun: 
1. nilai diatas 70 (Lujuh puluh) dikategorikan baik; 
2. nilai diatas 60 (enam puluh) sampai dengan nilai 

70 (tujuh puluh) dikalegorikan sedang; 
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3. nilai 40 (empat puluh) sampai dengan nilai 60 
(enam puJuh) dikatego1ikan kurang bail<; dan 

4. nilai dibawah 40 (empal puluh) dikategorikan 
tidak baik; dan 

c.  Daerah Provinsi Hasil Pemekaran usia 3 (tiga) tahun: 
1 .  nilai diatas 85 (delapan puluh litna) 

dikategorika:n bai k; 
2.  nilai diatas 70 (tujuh puluh) sampai dengan nilai 

85 (delapan puluh lima) dikategorikan sedang; 
3. nilai 50 (lima puluh) sampai dengan nilai 70 

(tujuh puluh) clikategorikan kurang baik; dan 
4. nilai dibawah 50 (lima puluh) dikategorikan 

tidak baik. 
(2) Klasifikasi nilai sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1 )  

merupakan pencapaian setiap parameter dari 
pelaksanaan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan 
daerah sesuai dengan undang-undang pernbentukan 
Daerah Provinsi Basil Pemekaran. 

(3) Pencapaian setiap parameter sebagaimana dimaksud 
pada ayal (2) menggunakan sistem pembobotan. 

Pasal 30 
( 1 ) Pembangunan data dasar sebagaima11a dimaksud 

dalarn Pasal 26 ayat ( 1 )  huruf e dilakukan untuk 
menyediakan data dan informasi untuk kepentingan 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 
pembangunan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran, 
Daerah Provinsi Jnduk dan Daerah Kabupaten/Kota 
Dalam Cakupan Wtlayah Dacrah Provinsi Hasil 
Pemekaran. 

(2) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dikelola dan dikem bangkan secara terus menerus untuk 
k.esinambungan dan ketepatan data perkembangan 
penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Provinsi 
Hasil Pemekaran dan Daerah Provinsi Induk. 

(3) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 )  dapat digunakan untuk kepentingan 
umum melalw publikasi media cetak clan/atau 
clektronik:. 

(4) Publikasi media cetak dan/ a tau elektronik sebagaimana 
climaksud pada ayat (3) dapat berupa penyusunan 
brosur, buklet, buku, situs web, dan bentuk lainnya 
sesuai kebutuhan. 

Pasal 3 1  
( 1 )  Penyusunan laporan sebagaimana di maksud dalam 

Pasal 26 ayal ( 1 )  huruf f berupa laporan hasil evaluasi 
disampaikan kepada Menteri. 



- 15 -

(2) Penyampaian laporan hasil evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan secara berkala setiap 
6 (enam) bulan sekali. 

(3) Ketentuan mengenai sistematika laporan hasil evaluasi 
sebagairiiana dimal<sud pada ayat (1), tercantum dalam 
Lampiran Ill sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
Pera·turan Menteri ini. 

Bagian Kelima 
Tim Evaluasi 

Pasal 32 
( 1 )  Dalam rangka evaluasi Daerah Provinsi Hasi1 

Pemekaran, Daerah Provinsi Induk, dan Daerah 
Ka bu paten /Kota DaJam Cakupan Wilayah Daerah 
Provinsi Hasil Pemekaran dibentuk tim evaluasi. 

(2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
beranggotakan unit kerja lingkup Kementerian Dalam 
Negeri sesuai kebutuhan. 

(3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
melibatkan kementerian teknis dan/ a tau 1embaga 
pemerintab n.onkementerian terkait. 

(4) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) 
ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 

Pasal 33 
(1 )  Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 

mempunyai tu.gas: 
a. melakukan analisis berdasarkan basil pengamatan 

dan pengumpulan data terhadap pelaksanaan 
kewajiban penyelenggaraan pemerinlahan daerah 
sesuai dengru1. undang-undang pernbentukan 
Daerah Provinsi Hasil Pemekaran; 

b. menyediakan data dan in formasi untuk kepentingan 
penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah 
Provinsi Hasil Pemekru·an, Daerah Provinsi lnduk 
dan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan 
Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran; 

c. menyusun laporan hasil evaluasi Daerah Provinsi 
Hasil Pernekaran, Daerah Provinsi Induk, dan 
Daerah Ka.bupaten/ Kota Dalam Cal<upan Wilayah 
Daerah Provinsi Hasil Pemekru·an yang selanjutnya 
dilaporkan kepada Menteri; dan 

d. menyampaikan hasil evaluasi kepada Daeral1 
Provinsi Hasil Pemekaran, Daerah Provinsi rnduk, 
dan Daerah Kabupalen/Kota Dalarn Cakupan 
WjJayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran sebagai 
um pan balik. 
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(2) Untuk membantu kelancaran tugas tim eva1uasi 
sebagaiman� dimaks1,,1d pada ayat (1), dibentuk 
sekretariat tim evaluasi yang berkedudukan di 
Direktorat Jenderal Olonomi Daerah Kementerian 
Dalam Negeri. 

BAB fV 
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

DAERAH DI DAERAH PROVINS[ HASIL PEMEKARAN 

Pasal 34 
( 1 )  Daerah Provinsi Hasil Pemekaran melaksanakan 

pembangunan daerah di daerah Provinsi hasil 
pemekaran untuk percepatan pemerataan 
pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan 
kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkaL 
dan martabal orang asli Papua yang merupakan 
perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang teJah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral 
dari pembangunan nasional. 

(2) Daerah Provinsi Hasil Pemekaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  menyusun dokumen 
perencanaan pem bangunan daerah dengan 
mempertimbangkan kondisi daerah. 

(3) Dokumen perencanaan pembangu□an dacrah 
sebagaimana dimaksud paaa ayat (2) tercliri dari: 
a. RPJPD; 
b. RPJMD; dan 
c. Rl{PD. 

(4) RPJPD dan RPJMD sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(3) huruf a dan huruf b sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 35 
( 1 )  Pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran 

menyusun RKPD sebagaimana dimaksud <la.lam Pasal 
34 ayal (3) huruf c sebagai pedoman penyusunan 
dokumcn KUA PPAS. 

(2) RKPD sebagairnana dimaksud pada ayai ( 1) disusun 
dengan memperhatikan dokumen perencanaan 
peinbangunan menengah daerah induk, rencana kerja 
pemerintah, dan ketentuan peratw·an perundang­
undangan. 

(3) RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit 
memuat: 
a. pendahuluan; 
b. gambaran umum kondisi daera:h; 
c. kera.ngka ekonomi dan keuangan daerah; 
d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;  
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e .  rencana kerja dan pendanaan daerah; 
f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan 
g. penutup. 

(4J Direktur JendeTal yang menangani Bina Pembangunan 
Daerah dan gubernur pada Daerah Provinsi Induk 
melakukan fasilitas1 terhadap pemerintah Daerah 
Provinsi Basil PemekaTan dalam penyusunan rencana 
kerja pemerintah daerah. 

Pasal 36 
Pemerintab Daerah Provinsi Hasil Pcmekar-an menyesuaikan 
RKPD berdasarkan hasil fasilitasi yang dilakukan oleh 
Direktur Jcnderal yang membidan,gi Bina Pembangunan 
Daerah dan Gubernur pada daerah provinsi induk sesuai 
dengan kondis.i dan ke.mampuan daerah sebelum ditetapkan. 

Pasal 'J7 
Rencana kerja pemerin tab Daerah Provinsi Basil Pemekaran 
berupa dokumen penyesuaian RKPD hasil fasilitasi 
sebagaimana Pasal 36 ditetapkan dengan peraturan 
gubemur paling lambal bulan Desember tahun berjalan. 

Pasal 38 
Pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran menyusun 
rencana kerja pemerintah daerah pado tahun bcrikutnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai tahapan dan tata ca.Ta penyusunan dokumen 
perencanaan pem bangunan daerah. 

Pasal 39 
Ketentuan mcngenai penyajian dok:umen rencana kerja 
pemerintah masa persiapan di  daerah basil pemekaran 
tercantu.m dalam Lampi.ran JV sebagai bagian yang lidak 
terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini. 

BAB V 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

Bagian Kesatu 
Penyusunan Rancangan APBD 

Pasal 40 
(1 )  Penyusunan rancangan APBD diJakukan sesuai dengan 

kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan 
daerah yang menjadi kewenangan daerah dan 
kemampuan pendapatan daerah. 

(2) StruklUT rancangan APBD disusun sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(3) Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat {l }  
disusun dcngan memedomani KUA PPAS yang telah 
dikonsultasikan kepada Menteri sesuai dengan 
ketentuan peraluran perundang -undangan. 

(4) Rancangan APBD sebagairnana dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan dengan peraturan gubemur sampai dengan 
tcrbentuknya DPRP. 

Pasal 41 
( 1 )  Scbelum terbenluknya DPRP, rancangan Peraturan 

Gubernur tentang APBD pada Daerah Provinsi Hasil 
Pemekaran sebelu:m clitetapkan disampaikan kepada 
Menteri pa.ling lambat 30 (tiga. puluh) hari terhitung 
scjak ra11cangan KUA dan rancangan PPAS 
dikonsultasikan kepada Menteri. 

(2) Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD pada 
Daerah Provinsi Hasil Pemekaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) disarnpaikan kepada Menteri 
untuk mendapat pengesahan. 

Bagian Kedua 
Pemberian 1-Iibah 

Pasal 42 
( l) Pemerintah Daerah Provinsi Induk dan pemerint.ab 

Daerah Kabupaten/Kota Dala.m Cakupan Wilaya.h 
Daerah Provinsj Hasil Pemekaran dapat memberikan 
hibah untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran sesuai 
dengan ketentuan dalam undang-undang pembentukan 
Daerah Provinsi Hasil Pemekaran. 

(2) PenyaJuran hibah dari pemcrintah Daerah Provinsi 
Induk dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DaJam 
Cakupan Wilayah Daera.h Provinsi Hasil Pemekara.n 
sebagaimana di.maksud pada ayat ( 1 )  dilakukan kepada 
Daerah Provinsi Hasil Pemekaran. 

(3) Penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan meialui RKUD Daerah Provinsi Induk dan 
RKl)D Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan 
Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran kepada 
RKUD Daerab Provinsi Hasil Pemekaran. 

Bagian Ketiga 

Tarnbahan Pengbasilan Aparatur Sipil Negara 

Pasal 43 
( 1 )  Pemerintah Daera.h Provinsi Has:il Pemekaran dapat 

memberjkan tambahan penghasi1an ASN dengan 
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rnemperbatikan kemampuan keuangan daerah sesuai 
dengai1 ketenluan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam hal belurn terbentuknya DPRP pada Daerah 
Provinsi Hasil Pemekaran, Gubemur mengajukan 
permohonan persetujuan pemberian tambahan 
penghasilan ASN kepada Menteri. 

(3) Pemberian tambahan penghasilan ASN pada Daerah 
Provinsi H asil Pemekaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  ditctapkan dengan Pera tu ran Gubernur. 

Bagian Keempat 
Biaya Operasional Penjabat Gubernur 

Pasal 44 
( 1 )  Guna mendukung pclaksanaan tugas Gubernur pada 

Daerah Provinsi Hasil Pcmekaran, diberi.kan fasilitas 
termasuk biaya penunjang operasional sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam hal tugas Gubernur sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan oleh penjabat Gubernur, 
fasilitas termasuk biaya penunjang operasional 
digunakan oleh penjabat Gubernur. 

Bagian Keli.ma 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Pasal 45 
( 1 )  Pemerintah Dacrah basil pemekaran menyusun 

Peraturan Gubernur mengenai Pajak Daerah da11 
Retribusi Daerah sebagai dasar pemungutan Pajak 
Daerah clan Retribusi Daerah scsuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan dapat 
memedomani Perda tentang Pajak Dacrah clan Retri busi 
Daerah Provinsi Induk. 

(2) Dalam hal Daerah Provinsi Hasil Pernekaran telah 
memiliki DPRP, Pemerintah Daerah menyusun 
Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah paling lambat 1 (salu) tahun sejak dilantiknya 
DPRP. 

Pasal 46 
(1) Pemerintab Daerah Provinsi Hasil Pemekaran 

mengajukan permohonan fasilitasi atas Rancangan 
Peraturan Gubernur tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi I)aerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
45 ayat (1 )  kepada Menteri melalui Direktur Jenderal 
Bina Keuangan Daerah dengan melampirka.n dokumen: 
a. surat permohonan fasilitasi; 
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b. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pajak 
Daerab dan Retribusi Daerab yang sudah dilakukan 
harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia; clan 

c. Peraturan daerah mengenai pajak daerah dan 
retribusi Daerah Provinsi Induk.. 

(2) Dire-ktur Jenderal Bina Keuangan Daerah 
menandatangani surat hasil Iasilitasi untuk 
disarnpaikan kepada gubernur sebagairnana dimaksud 
pada ayal ( 1) huruf a paling lama 15 (lima belas) hari 
sejak dokumen diterima secara lengkap. 

Pasal 47 
( 1) Pe:rnungutan Pajak Daerah clan Retribusi Daerah oleh 

Pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran 
di1aksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata 
cara pemungu tan Pajak Dae rah dan Retribusi Daerah. 

(2) Ketentuan umum dan tata cara pernungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  meliputi pengaturan mengenai: 
a. pendaftaran dan pendataa o; 
b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terulang; 
c. pembayaran dan penyetoran; 
d. pelaporan; 
e. pengurangan, pembetulan, dan 
f. ketetapan; 
g. pemeriksaan Pajak; 
h. penagihan Paj.ak clan Retribusi; 
1 .  ke berata n; 

J. gugatan; 
k. pem bataJan 
l. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi olch 

Kcpala Daerah; clan 
rn. pengaturan lain yang berkailan dengan tata cara 

pemungutan Pajak clan Retribusi. 
(3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak 

Daerah clan Retribusi Daerab sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur dengan Peraluran Gubernur sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 48 
Pcmungutan Pajak Daerah clan Retribusi Daerah 
clilaksanakan oleh perangkat daerah yang mem bidangi 
pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah pada Daerah 
Provinsi Hasil Pemekaran. 
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Pasal 49 
(1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentiJ 
atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan melaJui APBD. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pcmberian 
dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimal{sud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. 

Bagian Keenam 
Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan serta 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pe1nerintah Daerah 

Pasal 50 
( 1) Sernua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah 

dalam bentuk uang pad.a Daerah Provinsi Hasi1 
Pemekaran dianggarkan dalam APBD. 

(2) Penerimaan daerab dan pengeluaran daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) djlakukan me1alui 
RKUD yang dikelola oleh BUD. 

(3) Dalam hal penerimaan daerah dan pengeluaran daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak 
dilakukan meJalui RKUD, PPKD selaku BUD melakukan 
pencatatan dan pengesc).han alas penerimaan dan 
pengeluaran daerah tersebul. 

(4) Pencatatan dan pengesahan atas penerimaan daerah 
dan pengeluaran daerah sebagaimanc1 dimaksud pada 
ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(5) RKUD sebagaimana dimaksud pad.a ayat (2) dibuka 
PPKD selaku BUD pada bank yang ditetapkan oleh 
Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundan.g-undangan. 

Pasal 51 
Pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan 
serta pertanggungjawaban keuangan daerah pada 
Pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perW1dangan-undangan 
di bidan.g pengeJolaan keuangan daerah. 

PasaJ 52 
(1) Penjabat Gubemur provinsi hasil pemekaran rnenyusun 

pertan&:,aungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan 
ketenluan peraturan perundang-undangan. 
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(2) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  ditetapkan dengan peraturan 
gub�rnur. 

(3) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan 
terbentuknya DPRP. 

Pasal 53 
Sebclum diteta.pkan dengan Peraturan Gubemur 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayal (2), Rancangan 
peraturan gubernur disampaikan kepada Menteri untuk 
mendapat pengesahan. 

Bagi.an Ketujuh 
Barang Milik Daerah 

Pasal 54 
( 1) Pemerintah Daerah Provinsi Induk bersama pemerintah 

Daera h Provinsi Basil PemekarR-n mengatur dan 
roelaksanakan penyerahan Barang Milik Daerah serta 
dokumennya. 

(2) Pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran bersama 
dengan Pemer-intah Daerah Kabupaten/Kota Dalam 
Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Rasil Pernekaran 
mengatur dan melaksanakan penyerahan Barang Milik. 

Daerah serta dokurnennya. 
(3) Penyerahan Barang Milli<. Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) didasari dengan surat 
pernyataan kesediaan penyerahan Barang Milik Daerah 
dari pemerinlah Dacrah Kabupaten/Kota Dalam 
Cak:upai1 Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran. 

(4) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Da1am Cakupan 
Wilayah Daerah Provinsi Hasil Pemckaran sebagaimana 
dirb.aksud pada ayc!,.t (3) dapat mengajukan permohonan 
konsultasi kepada Menteri. 

(5) Barang Milik Daerah yang diserahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi: 
a. Ba.rang Milik Daerah yang bergerak dan tidak 

bergerak, dan 
b. dokumen dan arsip yang karana sifatnya diperlukan 

oleh pemerintab Daerah Provinsi Hasil Pemekaran. 
(6) Barang Milik DaeraJ1 yang bergerak dan tidal<: bergerak 

yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
huruf a, meliputi: 
a. tanah dan/atau bangunan; dan 
b. selain tanah dan/atau bangunan. 

(7) Barang Milil< Daer-ah yang akan diserahkan kepada 
pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran 
sebagaimana dimaksud pa<la ayat ( 1 )  clan ayat (2) 
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digunakan untuk menunjang penyelenggaraan 
pemerintahan Daerah Provinsi Hasil Pemekaran. 

Pasal 55 
( 1 )  Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Cakupan 

Wi1ayah Daerah .Provinsi Hasil Pemekaran dapat 
melakukan pemanfaatan Ba.rang Milik Daerah dalam 
bentuk pinjam pakai kepada Daerah Provinsi Hasil 
Pemckaran. 

(2) Tata cara pelaksanaan pemanfaatan barang milik 
daerah dalam bentuk. pinjam pakai dilaJ<:sanakan sesuai 
dengan ketentuan peraluran perundang-undangan di 
bidang pengclolaan barang milik daerah. 

(3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk pinjam 
pakai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dilaksanakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas 
pemerintah. Daerah Provinsi Hasil Pemekaran. 

Pasal 56 
Tata cara pcnyerahan Ba.rang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 54 ayat ( 1 )  dan ayat (2) dil�.kukan 
dengan tahapan: 
a. persiapan; 
b. pelaksanaan; 
c. pelaporan; 
d .  penyerahan; dan 
e. tindak lanjut penyerahan. 

Pasal 57 
(1)  Taha.pan persiapan sebagajmana dimaksud dalam Pasal 

56 huruf a tcrdiri dari: 
a. pembentukan tim; dan 
b. penyiapan data. 

(2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

huruf a dilakukan oleh :  
a. Pemerin tah Daerah Provinsi Induk; 
b. Pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran; dan 
c. Pemerintah Dae rah Kabupaten/ Kata Dalam 

Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Hasi1 Pemekaran. 
(3) Tim Daerah Provinsi Induk sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas meliputi: 
a. menyiapkan data Barang Milik Daerab dan 

dolrumen barang milik daerah pemerintah Daerah 
Provinsi Induk yang akan diserahkan kepada 
pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran; 

b.  meneUti dan mengidentifikasi objek Ba.rang Milik 
Daerah pemerintab Daerah Provi11si Induk yang 
akan diserahkan kepada pemerintah Daerah 
Provinsi Rasil Pemekaran; 
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c. menyusun jadwaJ pelaksanaan penyerahan Barang 
Milik Daerah pemeri.ntah Daerah Provinsi Tndul< 
yang akan diserahkan; 

d. melakukan koordinasi dengan Lim pemeri.ntah 
Daerah Provinsi Hasil Pemekaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b; 

e. meJakukan veru1.kasi atas dokumen Barang Milik 
Daerah yang akan diserahkan bersama tim 
pemcrintah Daerah Provinsi Hasil Pemekaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
antara lain: 
1 .  dokumen kepemilikan seperti sertifikat, aktajual 

beli, girik, letter c, surat pelepasan hak atas 
tanah, surat pelepasan hak atas tanah adat; 

2. surat keterangan lurah atau kepaJa kampung; 
3. berita acara penerimaan lerkai.t perolehan; 
4. bukti kepen'lilikan kendaraan bermotor; 
5. surat tanda nomor kendaraan; alau 
6. dokumen lain yang setara dengan bukti 

kepemilikan; 
f. menyusun laporan hasil verifikasi sebagai.mana 

dimaksud dalam hu1-uf e; 
g. tnelakukan peninjauan lapangan; clan 
h. menyusun berita acara serah terima Barang Milik 

Daerah yang akan diserahkan tim Daerah Provinsi 
Hasil Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b; dan 

i. tugas lain yang diberikan olch Kepala Daerah. 
(4) Tim Daerah Provinsi Hasil Pem.ekaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas 
meliputi: 
a. melakukan koordinasi dengan tim Daerah Provinsi 

Jnd uk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dan Tim Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan 
Wilayah Daerah Provinsj Hasil Pemekaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c; 

b. melak:ukan verifikasi atas dokumen Barang Milik 
Daerah yang akan diserahkan bersama tirn Daerah 
Provinsi lnduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, antara lain: 
l. dokumen kepemilikan seperti sertiEikat, aktajual 

beli, girik, letter c, sural pelcpasan hak atas 
tanah, surat peJepasan hak atas tanah ad�t; 

2. surat keterangan lurah a.tau kepala kampung; 
3. berita acara penerimaan terkait perolehan; 
4. bukti kepemilikan kendaraan bermoLor; 
5. sw·al tanda nomor kendaraan; atau 

6. dokurnen lain yang setara dengan bukti 
kepemilikan; 
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c. menyusun laporan hasil verifikasi sebaeaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b; 

d.  melah.'Ukan peninjauan lapangan; dan 
e. menyusun be1ita acara serah terima barang milik 

daerah yang akan diserahkan bersama tim Daerah 
Provinsi lnduk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
huruf a ;  dan 

f. tugas lain yang diberikan oleh l{epala Daerah. 
(5) Tim Dacrah Ka bu paten/ Kota Dalam Cakupan WiJayah 

Daerah Provinsi Hasil Pernekaran sebagaimana 
dimaksucl pada ayat ( 1 ) huntf c mempunyai tugas 
melipuli: 
a. mcnyiapkan data Barang Milik Daerah dan 

dokumen Barang Milik Daerah Kabupaten/ Kota 
Dalam Cakupan Wilayah Daerah Provinsi HasH 
Pemekaran yang akan diserahkan kepada daerah 
provinsi hasil pemekaran; 

b. melakukan verifikasi objek Barang Milik Daerah 
peme1~intah Daerab Kabupaten/Kota Dalam 
Cakupan Wilayah Daerah Provinsi Basil Pemekaran 
yang akan diserahkan kepada pemerintah Dae.rah 
Provinsi Hasil Peroekaran; 

c. menyust.m jadwal pelaksanaan penyeraban barang 
milik daerah pemerintah Daerah Provinsi Irtduk 
yang akan di serahkan; 

d. melakukan koordinasi dengan tim pemerintah 
Daerah Provinsi Hasil Pemekaran sebagaimana 
dimaksud pada ayal ( 1 )  huruf b; 

e. melakukan ve1ifikasi atas dokumen Barang Milil< 
Daerah yang akan diserahkan bersama tim 

pemcrintah Daerah Provinsi Basil Pem_ekaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, 
an tara lain: 
1 .  dokumen kepemilikan scperti sert:ifikat, aklajua1 

beli, girik, letter c, surat pelepasan hak atas 
lanah, surat pelepasan hak atas tanah adat; 

2. sural kcterangan lura11 atau kepala kampung; 
3. berita acara penerimaan terkail perolehan; 
4. bukti kepemilikan kendaraan bcrmotor; 

5. surat tanda nomor kendaraan; atau 
6. dokumen lain yang setara dengan bukti 

kepemilikan; 
f. menyusun laporan hasil verifikasi sebagaimana 

dimaksud dalam huruf e; 
g. melakukan pen.injauan lapangan; clan 
h.  menyusun berita acara serah terima Barang Milik 

Daerah yang akan diserahkan kepada tim Daerah 
Provinsi Hasil F'emekaran sebagaimana climaksud 
pada ayat (2) buruI b; dan 
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i. tugas lain yang diberi kan oleh Kepala Daera h.. 
(6) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 

Pasal 58 
( 1 )  Penyiapan data sebagalmana dimaksud clalam Pasal 57 

ayat ( 1 )  huruf b dilakukan oleh tim pemerintah Dae rah 
Provinsi Induk atau Lim pemerintah Daerah 
Kabupaten/ Kata Dalam Cakupan Wilayah Daerah 
Provinsi Hasil Pemekaran .  

(2) Penyiapan data sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
meJiputi: 
a. daLa Barang Mjjik Daerah; dan 
b. dokumen Barang Milik Daerah. 

(3) Data Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a memuat meliputi: 
a. kode barang; 
b. noJnor register; 
c. nama barang; 
d. spesifikasi nama barang; 
e. tanggal, bulan dan tahun perolehan; 
f. jumlah/volume; 
g. nilai perolehan; 
h. lokasi/ ala mat barang; clan 
L data lainnya sesuai kebutuhan. 

Pasal 59 
( 1 )  Tabapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 56 huruf b, dilakuk:an olch tim sebagain1ana 
djmaksud dalarn Pasal 57 ayat (2). 

(2) Tahapan pelaksanaan sebagaiman.a dimaksud pada 
ayat ( 1 )  terd:iri dari: 
a. mengumpulkan dan mengidentifikasi dala barang 

yang akan diserahkan; dan 
b. meneliti data barang dan dokumen kepemilikan 

Ba rang Milik Daerah yang akan diserahkan. 
(3) Dalam rangka identifikasi data barang dan penelitian 

sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dapat di1ak:ukan 
pen:injauan lapangan. 

PasaJ 60 
( 1 )  Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) 

huruf a dan huruf c menyusun laporan Barang Milik 
Daerah yang akan diserahkan paling sedikit memuat: 
a. rekapitulasi data barang yang ak.a.n diserahkan; 
b. rekapitulasi dokumen kepemilikan yang aka.n 

diserahkan; 
c. menyiapka.n dokumen berita acara penyerahan; dan 
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d. menyampaika.n kendala dan permasalahan dalam 
proses penyerahan Bara ng Milik Daerah. 

(2) Laporan Barang Milik Daerah yang akan diserahkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan 
kepada Kepala Daera.h. 

Pasal 6 1  
( 1) Penyerahan Barang Milik Dae rah sebagairnana 

dimaksud dalam PasaJ 56 huruf d dari pemerintah 
Daerah Provinsi lnduk atau pemerintah Daerah 
Kabupalen/ Kota Dalam Cakupan Wilayah Dae rah 
Provinsi Hasil Pemckaran kepada pemerintah Daerah 
Provinsi Hasil Pemekaran diluangkan dalam berita 
acara serah terima beserta dokumen kepemi1ikan. 

(2) Dokumen kepemilikan sebagimana dimaksud pada ayal 
(1) meliputi sertifikat, aktajual beLi, girik, letter c, sural 
pelepasan hak atas tanah, pelepasan hak atas tanah 
adal, surat keterangan lurah atau kepala kampung, 
berita acara peneriroaan terkait pcrolehan, bukti 
kepernilikan kendaraan bermolor, surat tanda nomor 
kendaraan a.tau dokumen lain yang setara dengai1. bukti 
kepemilikan. 

Pasal 62 
( 1 )  Tindak ]anjut penyerahao sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 56 huruf e terdiri atas: 
a. penghapusan Barang Milik Daerah; dan 
b. penatausahaan Ba.rang Milik Daerah. 

(2) Pemerintah Daerah Provinsi Induk dan pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan Wilayah 
Da�rah Provinsi Hasil Pemekaran melaksanakan 
penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a berdasarkan belita 
acara serah terirua. 

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan penghapusan karena menjalankan 
ketentuan undang-undang. 

(4) Tata cara penghapusan karena menjalankan kelenluan 
undang-undang sebagaimana dimalqmd pada ayat (3) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundartg-undangan di hidang pengelolaan Ba.rang 
Miljk Daerah. 

(5) Pemerintah Daerah Provinsi Hasil 
m.elal{sanakan penatausahaan Ba.rang 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
berdasarkan berita acara serah terima. 

(6) Penatausahaan sebagaimana dimaksud 
dilakukan melalui pembukuan Barang 

Pemekaran 
Milik Daerah 
( 1 )  huruf b 

pada ayat (5) 
Milik Daerah 
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yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan 
pcrundang-undangan. 

(7) Tata cara pembukuan Barang Milik Daerah yang 
diperoleh berdasarka.n ketentuan peraturan perundang­
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang 
Milik Daerah. 

BAB V1 
PENDANAAN 

PasaJ 63 
Pendanaan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan 
evaluasi Daerah Provinsi Hasil Pemekaran dan Daerah 
Provinsi Induk, di lingkungan kementerian dibebankan pada 
anggaran pendapatan dan belanja negara. 

BAB VIl 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa1 64 

Peraturan Mentcri 1ru mula:i berlaku pada tanggal 
d iundangka n. 
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